URGENSI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022)

SKRIPSI

Oleh:

M. Asrori Ibrahim

NIM. 05040420069

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya

2024



il

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ¢ M. Asrori Thrahim

NIM : 05040420069

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul + Urgensi Sistem Proporsional Terbuka Terbatas
dalam Penyclenggaraan Pemilu  di  Indonesia
Prespektif Figh Siyasah

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1 14/PUU-XX-2022)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kescluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendin, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbemya.

Surabaya, 25 Maret 2024
Saya yang menyatakan,

-

M.'Asrori Ibrahim
NIM. 05040420069



iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis olch:
Nama : M. Asrori [brahim
NIM  : 05040420069

Judul : Urgensi Sistem Proporsional Terbuka Terbatas Dalam
Penyclenggaraan Pemilu di Indonesia Prespektif Figh

Sivasah
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/72022)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunagasahkan

Surabaya, 25 Maret 2024

Pembimbing,

DriA rida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001



PENGESANAN

Shripst yang ditalis oleh:
Nama M. Asrord Ibrahim

Nim 05040420009

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munagasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 22 April 2024 dan dapat diterima schagai salah satu

persyaratan ubtuk menyclesaikan program sarjana strata satu dalam Hmu Hukum Tata Negara,

Majelis Munagnsah Skripsi:

Penguji 1

Penguji 11

ida, S.Sos, S 1M, S D, Muowahid, S0 M.Hum,
Nip. 197208062014112001 Nip. 19780310200501 1004

Penguji 1)1 Penguji 1V

LT Flly Uzlifutul Jannah, M.1,
Nip. 198905172015031006 Nip. 199110032019032018

Surabaya. 22 April 2024

Mengesahkan,

Nip. 196303271999032001




Vi

[/‘—! KEMENTERIAN AGAMA
Q' } UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
Iy PERPUSTAKAAN

I Jend. A Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

|
' RN M‘\NAI\ E-Mail: perpusiauinshy.ac.id

SURABAY

e ———————

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA HATANUNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Schagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama ¢ M. Asrori Ibeahim

NIM S OS00H 20069

Fakultas/Jurusan  : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara

IL-mail address : masroribrahim19@gmail com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

W Schnpsi 3 'Tesis 3 Desertasi 3 Lain-lain (cocovecensorenncesssosonnansannes )
yang berjudul :

URGENSI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

beserta perangkat yang diperdukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya  dalam  bentuk  pangkalan  data (database), mendistnbusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain sccara fullrext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya sclama tetap mencantumkan nama saya scbagai

penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan
Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarmya.

Surabaya, 29 Mei 202

Penulis

(M. Abron Ibrahim)




Vil

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Urgensi Sistem Proporsional Terbuka Terbatas dalam
Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Perspektif Figh Siyasah (studi kasus
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022). Metode penelitian
pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang di dalamnya
menggunakan tiga pendekatan, antara lain, case approach, conceptual approach
dan statuta approach. Kemudian library research dalam penelitian ini digunakan
sebagai teknik pengumpulan bahan hukum.

Dari judul tersebut, maka dimunculkan dua rumusan masalah dalam
skripsi ini, sebagai berikut: (1) Bagaiamana urgensi sistem proporsional terbuka
terbatas dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022?, (2)
Bagaimana perspektif figh siyasah tentang urgensi sistem proporsional terbuka
terbatas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia?.

Hasil penilitian ini menyimpulkan: pertama, penyelenggaraan pemilihan
umum saat ini didasarkan kepada demokrasi yang rapuh yang secara tidak
langsung melemahkan peran pemilih serta peran partai politik, sehingga
menurunkan kualitas pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia. Oleh karenya
diperlukan evaluasi dan perbaikan atas sistem penyelenggaraan pemilu saat ini
dan solusi yang ditawarkan adalah sistem proporsional terbuka terbatas. Kedua,
salah satu esensi penyelengaraan pemilihan umum adalah untuk menghasilkan
para wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
Wakil rakyat dituntut untuk mampu membicarakan persoalan-persoalan yang ada
di masyarakat serta memberikan solusi atas persoalan tersebut, sehingga
diperlukan wakil rakyat.yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai.
Namun pada praktiknya, sistem pemilu yang saat ini digunakan telah menggeser
persaingan kontestasi pemilu yang berdasarkan ide, gagasan dan kompetensi
menjadi persaingan kontestasi yang berdasarkan popularitas seseorang serta
finansial yang besar. Di dalam agama Islam wakil rakyat atau seorang pemimpin
yang demikian tidak diperkenankan dijadikan sebagai wakil rakyat atau pemimpin
karena tidak memiliki kapasitas serta kompetensi yang memadai.

Akhir dalam tulisan ini, penulis memberikan saran kepada pembentuk
undang-undang untuk mengkaji ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemilu
yang diterapkan saat ini yaitu dengan mengevaluasi dan memperbaiki sistem
pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional terbuka terbatas.
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